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Mengapa Kepala Daerah Korupsi?

Biaya Politik Mahal Sekali,
Kondisi Keuangan Terhatas

Legislator Senayan menyoroti dua kepala daerah terjaring
Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam sepekan terakhir. Kepala daerah itu
adalah Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Poneroge,
Jawa Timur (Jatim), Sugiri Sancoke.

ABDUL Wahid datanghap pada
Senin (3/11). Dia kemuodian
ditetaphan memadi tersangka
bersama Kepala Dinas Pekenjaan
Umum, Penataan Ruang, Pe-
rumizhan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan (PUPR-PKPP)
Muhammad Ariel Setiawan dan
Tenaga Ahl Gubernur Raau, Dang
M. Nursalam.

Tak sampar sepekan, giliran
Bupati Ponorog Sugiri Sancoko
dicokok pada Jumat (11, dua
ditetapkan memadi tersangka
bersama tiza orang lamnya,
vauu Sekretaris Daerah Agus
Pramone, Dirckiur RSUD dr.
Harjono Yunus Mahatma, serta
seorang prhak swasta rekanan
rumith sakit, Sucipto.

hetua kams [1 DPR Rif-
ginizamy Karsavuda menilal,
Kasus Korupst vang terws beru-
lamgr dilakukan kepala daerah
karena tinggmva biava politik
dan renduhnva kesepahteraan

pejabat doeroh. Sehingga, perlu
adanya formula khusus terkat
hesegahiteraan kepala daerah ke
depanrya.

Selama masa kampaye Pulka-
da, ava politk sangal tnegi,
Hal i dipengarubs oleh kultur
politik saat ine vang semakin
pragmatis. “Jika tdak ada pe-
rubahan [vrmule, prakuk kerupsi
akan terus berutang,” kata Rifiyr
di Jakarta, Mingou (971172025,

Untuk itw, Rl mengusulkan
awar kepala daerah mendopatkan
nsental dari Pendapatan Ash
Duacrah (PAD) sebagai bentuk
pengharzaan mereka. Pasalova,
para wubernur, hupati dan wali
hota elah bekera keras dalam
meningkatkan PAT.

“Mereka berhak mendapatkan
sekian persen dan PAD untuk
kesepabilersan mereka, dan peng-
ounaan uangnva diatur dengan
leezal datam peraturan perundang-
undangan,” kata polikus Nas-

Dem it

Insentil tersebut, lanjuinya,
sekalizus dapat mendorong ke-
mandinan fiskal doerab. Disatu
st PAD meningkat, di sis lam

hepala dacrab mendapat insentif

vitng lavak atas upava mereha

[Ha menambahkan, biava
politik vang lnggitak hanya
terjadi saat kampanye dan se-
belum pelantkan. Tapt juga
s rarjang masa pernenintatan.
Sehingga, diperlukan formula
vang lebih proporsional dan adil
untuk memberikan ruang kepada
para kepala daerab, untuk bisa
meendapathan kesejihtersin yang
lavak sesuar denzan kewenang-
anmya masing-masing.

Rifg mengtakan, pihaknya
akan membahas sisiem pem ilthan
hepala daerah dalam revist UL
Permlu dan Pilkada. Jalan Jan
sepert penunjuban subernur oleh
Pemerintah Pusat | Pempus) sulit
dilakukan karena bertentangan
tengan LU 1543,

“ULID 1945 telah meny atakan
subernur, bupatt, dan wali kota
diplah secara demokratis. Kata
demokratis ity mengisy aratkan
tndak runghon dilakokan penun-
Jukan,” jelas Rifgr.

Sehagm alternatid, Rifgimeng-
usulkan pola penlihan me-
lalw DPRD Provinsi. Cara i
hisa dengan dengan pola dipr-
lih secara autondm oleh DPRD.
kedua, Presiden mengusulkan
mmmal satu atau maksimal Liga
Hama kepada DPRD Provins
uniluk calon subernur. “Nantinva
DPED Provinst melalur rapat
paripurna akan memilih atay
menvetujui calon vang diusulkan
aleh Presiden,” imbuhmya,

Sementara, Kea KPR Setyo
Budivanto menegaskan, pembe-
rantasan korupst bidak cukup
hanya dengan penindakan, Lapt
juza pencegahan. Caranva, de-
ngan melakukan sinergr an-
tara hepala daerah bak gubemus
maupun bupati atau wali kota
dengan mnspektorat daerah untuk
memperbanyak nuang dialon.

“Sermg-sernglah duduk ber-
sama wali kota, bupat, dan ins-
pekiur daerah membahas hal-hal
vimg berpotenst menimbulkan
korupst sebelum jadi masalah
bukum, ™ saran Setvo dalam kete-
rangannya, Sabtu (87112023),

Setvo meniai, penceaahan
Korupsi harus menjad langgung
jawab bersama, bukan hanya

lugas lembaga penezak hukum.
Sinergl antar instanst merupakin
fomdasi utama dalam menjaga
ahuntabilitas pemenntahan,

Pemberantasan korupst ha-
rus seumbang antara pendidikan,
pencesahan, dan perindakan.
“Penindakan tetap perlu, tapi
pencegahan jauh lebah efeknf
uituk membangun miegritas,”
kata dia.

Meski sudab berkali-kali di-
lakukan diadakan sosialisast dan
edubasi, masih ada pejabat vang
mengabaikan prinsip Lranspar-
anst. “Dila sudah dungatkan tap
letap dilanggar, maka proses hu-
bournt gaddt kensekuenst. Iu bagan
dars efek jera,” tandasnya

Selain ity Setvo menekankan
arahan Presiden Prabowo vang
menempathan pemberantasan
karupst sehagal prioritas nasi-
mal. Karena i, seluruh pejabat
daerah harus menjadikan sema-
ngat antikorupsi sebagar pedom-
an utama dalam bikerja,

“Ralau Presiden sudah mene-
karhan pentingroya pemberantas-
an korupsi, maka tugas kita
adalah menjalankannya sesuai
preran masing-masing, ” punghas-
nyd BTF
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